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  BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

 Perkembangan teknologi finansial menghadirkan beragam inovasi dalam 

masyarakat. Ekonomi digital adalah salah satu inovasi yang berkembang akibat 

kemajuan teknologi finansial. Apabila diartikan ekonomi digital adalah kegiatan 

baru yang berkaitan dengan bisnis virtual dan transaksi timbal balik melalui alat 

bantu tukar yaitu teknologi internet. Dalam rangka mendukung iklim usaha 

kondusif, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bergerak melakukan penataan 

ekosistem keuangan digital, sebagaimana tercantum pada Blueprint Sistem 

Pembayaran Indonesia 2025 (SPI 2025).1   

 Selaku otoritas moneter, Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur dan 

menjaga mekanisme sistem keuangan Indonesia baik tunai maupun nontunai 

sehingga tetap stabil. Tanggung jawab Bank Indonesia di sistem pembayaran tunai 

meliputi pengeluaran dan peredaran uang tunai (velocity of money) di masyarakat. 

Penerapan sistem pembayaran tunai tidak lepas dari masalah dan kelemahan yang 

timbul seiring waktu, dan untuk itu diperlukan suatu inovasi baru dalam sistem 

pembayaran yang dapat menjadi solusi atas hal tersebut. Sistem pembayaran 

nontunai ada, sebagai inovasi keberlanjutan atas efisiensi sistem keuangan.   

 
 1 Tobing, Gabriella Junita, et al., Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal 
Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital, 
Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 6, No. 03, Tahun 2021, 
https://media.neliti.com/media/publications/363419-none-c828e1fe.pdf, hlm 491-509. 
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 Perwujudan uang elektronik diterbitkan pertama kali pada April 2007 oleh 

Bank Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, kini bentuk dari uang elektronik tidak 

hanya chip based (chip yang di tanam pada kartu maupun media lain), melainkan 

juga berupa server based yaitu server penerbit yang menghubungkan antar media 

yang digunakan dalam transaksi, seperti QR Code. Demi mencegah kembali 

terjadinya duplikasi dan ketidakefisienan dalam saluran elektronik perbankan, 

Bank Indonesia melakukan standarisasi teknologi pada QR Pembayaran dan 

penyelarasan koridor peraturan.2 Pasal 1 Angka 11, Permenkominfo No. 16 Tahun 

2008 mendefinisikan Kode Quick Response (QR Code) sebagai keterangan 

mengenai barang yang berbentuk kode matrik yang memuat informasi mengenai 

nomor dan identitas pelanggan yang tercantum dalam Sertifikat. Penggunaan QR 

Code sebagai sistem pembayaran dirasa telah efisien, namun demikian tetap 

diperlukan regulasi sebagai wujud perlindungan hukum kepada konsumen atau 

pengguna sistem pembayaran tersebut. Dengan masifnya pertumbuhan perusahaan 

layanan QR Code, melalui Bank Indonesia Pemerintah menerapkan standar resmi 

dalam transaksi menggunakan QR Code melalui QRIS (Quick Response Code 

Indonesian Standard).3  

 QRIS merupakan standar kode QR Nasional yang digunakan untuk 

menyediakan pembayaran melalui kode QR di Indonesia. QRIS pertama kali 

diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 oleh Asosiasi Sistem Pembayaran 

 
 2 Maulana Hafif, Penggunaan Metode Pembayaran Sistem Qris Menurut Hukum Di Indonesia, 
Disertasi, Universitas Mataram, 2021, hlm 5.  
 3 Eka Ayu Purnama Lestari, Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-
Commerce, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, Vol. 4, No. 1, Tahun 
2020, hlm. 28-36. 
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Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia dengan tujuan agar proses dalam transaksi 

pembayaran domestik melalui QR Code lebih cepat, mudah, dan aman. Dengan 

QRIS segala aplikasi pembayaran yang digunakan masyarakat (baik bank maupun 

nonbank) dapat diaplikasikan di seluruh merchant berlogo QRIS. Adapun selain 

Bank Indonesia sebagai pihak penerbit, dalam transaksi QRIS terdapat beberapa 

pihak yang terlibat, yaitu Lembaga Switching, Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran (PJSP), Pengelola National Merchant Repository, Merchant 

Aggregator, dan Pengguna.4     

 Pengaplikasian QRIS sendiri tidak dibatasi oleh sektor usaha tertentu saja, 

meski begitu selama Pandemi COVID-19 fokus utama Pemerintah ada pada sektor 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Inilah yang menjadi salah satu alasan 

pengembangan QRIS dimana guna mendorong ekonomi digital pada sektor 

perdagangan khususnya UMKM, memberikan kemudahan transaksi nontunai pada 

pedagang, dan mengurangi peredaran uang palsu. Selain itu demi mencegah 

fragmentasi industri dan akibat digitalisasi layanan sistem pembayaran menjadi 

alasan standarisasi oleh QRIS dan tonggak terbentuknya Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.  

 Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) adalah surat edaran ekternal 

yang diterbitkan oleh Gubernur Bank Indonesia terkait pengaturan tertentu yang 

memiliki daya ikat sama seperti peraturan perundang-undangan lain kepada 

 
 4 Bank Indonesia, QR Code Indonesian Standard (QRIS): Apa Itu QRIS?, 
https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx, diakses pada tanggal 2 September 2022.  
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masyarakat, dimana keberlakuan dari peraturan ini diterapkan kepada pihak-pihak 

yang terlibat dalam transaksi QRIS seperti bank, Penyelenggara Jasa Sistem 

Pembayaran (PJSP), serta masyarakat pada umumnya selaku pengguna fasilitas. 

Peraturan tersebut juga memiliki tujuan memfasilitasi seluruh transaksi 

pembayaran berbasis QR Code di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi solusi 

tantangan pembangunan ekonomi. Kilas balik historis diterbitkannya Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019, diawali masuknya 

sistem pembayaran QR Code asing yaitu Alipay dan WeChat ke Indonesia secara 

illegal, dimana kedua jenis sistem pembayaran tersebut tidak patuh pada Peraturan 

Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik yang menyebutkan, “transaksi 

pembayaran dengan sumber dana dan instrument dari luar negeri harus berafiliasi 

dengan Bank BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) yang telah 

disetujui oleh Bank Indonesia”. Oleh karenanya, Peraturan BI mengenai Uang 

Elektronik dirasa belum mampu mengatasi masalah terkait mekanisme dan teknis 

transaksi uang elektronik berbasis server seperti QR Code, karena pengaturan hanya 

mencakup tentang jenis uang elektronik dan pernyataan kerja sama saja.  

 Sebagai respon atas permasalahan inilah Bank Indonesia menerbitkan 

Peraturan Nomor 21/18/PADG/2019 dengan substansi mengenai mekanisme 

penggunaan alat pembayaran berbasis QR Code. Regulasi ini diharapkan menjadi 

langkah preventif timbulnya praktik eksklusivitas layanan maupun monopoli pada 

platform pembayaran.5 Peraturan ini kemudian mengalami perubahan dengan 

 
 5 Eka Ayu Purnama Lestari, Kajian Perlindungan E-Payment Berbasis Qr-Code Dalam E-
Commerce, Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, Vol. 4, No.1, Tahun 
2020, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH/article/view/24323, hlm 28-36. 



5 
 

 
 

PADG No. 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota 

Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. PADG berfungsi sebagai peraturan 

pelengkap atas peraturan perundangan lain diatasnya.6 Sebelumnya Pemerintah 

telah menerbitkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait, 

diantaranya:  

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik yang mencabut PP No. 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;  

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Ketentuan Opersional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi; dan  

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dll.  

 Situasi mutakhir QRIS telah dapat digunakan diluar batas wilayah Indonesia, 

tepatnya di negara Thailand. Penggunaan QRIS lintas negara ini merupakan kerja 

sama antara Bank Indonesia dan Pemerintah Thailand yang telah diuji coba pada 

17 Agustus 2021, dan telah bejalan baik sehingga diterapkan secara optimal mulai 

tanggal 29 Agustus 2022. Penerapan QRIS antar negara (QR Cross-Border) 

 
6 Tobing., Op. Cit., hlm. 496. 
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melibatkan 76 Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di kedua negara.7 Melalui 

ekspansi QRIS tersebut memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan 

transaksi pembayaran lintas negara dalam aktifitas perdagangan.  

 Penerapan QRIS tidak lepas dari kendala dan hambatan, beberapa kendala yang 

dijumpai seperti tidak merata akses infrastruktur dan jaringan sehingga 

menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah dan kota kecil memiliki tingkat 

literasi keuangan yang rendah.8 Selain itu, ketidaksesuaian penyajian stiker QRIS 

masih sering dijumpai di toko-toko. Banyak pedagang (merchant) masih 

menyajikan stiker QRIS bersamaan dengan stiker QR dari masing-masing Aplikasi 

Pembayaran Non-tunai. 9 Dimana seharusnya pedagang cukup menampilkan atau 

menempelkan 1 (satu) stiker QR saja yaitu QRIS sebagai barcode yang digunakan 

untuk transaksi pembayaran nontunai pada macam aplikasi. Ini menandakan 

kurangnya pemahaman pedagang akan QRIS. Ancaman dari kejahatan juga tidak 

luput dalam transaksi ini, sebagaimana dilansir dari website idxchannel.com, bahwa 

metode pembayaran QR Code telah menjadi modus penipuan baru bagi para oknum 

tidak bertanggung jawab, berkedok pembayaran bodong.10  

 Adanya potensi kejahatan sabotase juga dituturkan oleh Pramata Persadha, 

Pakar Keamanan Siber Communication and Information System Security Research 

 
 7 Isna Rifka Sri Rahayu, Belanja di Thailand Pakai QRIS: Ini Caranya, 
https://money.kompas.com/read/2022/08/30/103900426/belanja-di-thailand-pakai-qris-ini-caranya, 
diakses pada tanggal 29 Agustus 2022. 

8 Tobing., Op. Cit., hlm. 503. 
 9 Sekarsari, Katherine Amelia Dyah, C, et al., Optimalisasi Penerapan Quick Response Code 
Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta, Jikap (Jurnal Informasi Dan 
Komunikasi Administrasi Perkantoran), Vol. 5, No. 2, Tahun 2021, 
https://jurnal.uns.ac.id/JIKAP/article/view/51487, hlm. 42-57. 
 10 Rista Rama Dhany, Modus Baru Penipuan Pakai QRIS, Pengusaha Harus Tahu, 
https://www.idxchannel.com/economics/modus-baru-penipuan-pakai-qris-pengusaha-
harus-tahu, diakses pada tanggal 2 September 2022. 
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Centre (CissRec). Pramata menyebutkan bahwa potensi ini timbul sebab secara 

kasat mata bentuk QR Code sulit untuk di verifikasi keasliannya, sehingga dapat 

saja terjadi manipulasi QR Code yang dapat merugikan konsumen ataupun 

merchant. Sebagaimana kasus penipuan QR Code yang terjadi di China pada akhir 

tahun 2017, yang menimbulkan kerugian sebesar US$13 juta atau sekitar Rp 188 

miliar (kurs saat itu) bagi Konsumen.11 Potensi kejahatan lain ialah pencurian data 

pribadi yang terdapat di QR Code karena kerusakan sistem.12   

 Atas permasalahan dan potensi kejahatan yang ada, posisi sebagai konsumen 

rentan menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini sebab konsumen sering kali 

ditempatkan ke dalam posisi tawar yang lemah, dalam arti dominansi ada pada 

pihak penyelenggara transaksi pembayaran berbasis QRIS maupun pedagang 

(merchant). Untuk itulah perlindungan terhadap pengguna atau dalam hal ini 

Konsumen yang menggunakan QRIS menjadi concern penting demi 

terselenggaranya transaksi pembayaran berbasis QRIS yang aman dan kondusif. 

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen juga berkaitan dengan 

kepentingan pembangunan dan perkembangan ekonomi, khususnya pada bidang 

perdagangan dan industri, dimana demi mengakomodir pengaruh globalisasi dan 

mencegah perdagangan bebas akibat kemajuan teknologi.13  

 
  11 Jonathan Patrick, Peranan QR Code: Ancaman Keamanan di Balik Kemudahan, 
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181128150502-185-349939/peranan-qr-code-
ancaman-keamanan-di-balik-kemudahan, diakses pada tanggal 2 September 2022. 

12 Eka Ayu, Loc. Cit.  
 13 Yusuf Randi, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu 
Pada Situs Online di Masa Covid-19, MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, 
https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/223, hlm. 1-15. 
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 Secara yuridis pengaturan tentang perlindungan konsumen secara umum diatur 

pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

peraturan ini mendefinisikan Konsumen sebagai setiap orang pengguna barang 

dan/atau jasa yang tersedia untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain ataupun 

makhluk hidup dan bukan untuk kepentingan komersial. Selain itu, secara khusus 

dalam lingkup sektor perbankan, perlindungan konsumen di atur pada Peraturan BI 

No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, beserta 

peraturan turunannya yaitu mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen 

BI dalam PADG No. 23/17/PADG/2021. Sistem penyelenggaraan perlindungan 

konsumen berdasarkan pada kedua peraturan tersebut dilakukan melalui pemberian 

ketentuan bagi penyelenggara.  

 Perlindungan konsumen juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 

20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, di dalam peraturan ini mengatur secara 

khusus prinsip perlindungan konsumen bagi pengguna uang elektronik. Selain itu, 

masih terdapat beberapa peraturan lainnya yang berkenaan dengan 

penyelenggaraan QRIS sebagai transaksi nontunai dalam sistem pembayaran. 

Meski begitu dalam penyelenggaraan QRIS pada pokoknya berpedoman pada 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang 

Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran 

sebagaimana terakhir diubah oleh PADG Nomor 24/1/PADG/2022.  

 Melihat begitu banyak ancaman dan potensi kejahatan yang dapat saja terjadi, 

dapat menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat terutama terkait dapatkah 

mereka sebagai pengguna terlindungi dari ancaman dan potensi kejahatan tersebut. 
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Apakah peraturan PADG sebagai pedoman pokok maupun peraturan lain terkait 

dengan QRIS dapat mencakup kebutuhan akan perlindungan hukum bagi 

pengguna. Berdasarkan atas isu hukum yang telah diuraikan sebelumnya serta 

keingintahuan penulis terhadap permasalahan tersebut yang mendasari penelitian 

dan penulisan karya tulis ilmiah ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen yang Menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian 

Standard) untuk Pembayaran NonTunai dalam Transaksi Perdagangan”.  

 
B. Rumusan Masalah  

 Adapun berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, fokus penelitian 

penulis akan membahas mengenai: 

1. Bagaimana hubungan hukum antara Konsumen yang Menggunakan QRIS 

dengan Penjual dan Para Pihak Terkait (Bank Indonesia, Lembaga Switching, 

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Pengelola National Merchant 

Repository dan Merchant Aggregator) dalam transaksi QRIS ? 

2. Bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum terhadap Konsumen yang 

menggunakan QRIS pada aktifitas pembayaran nontunai dalam transaksi 

perdagangan ? 

 
C. Tujuan Penelitian  

 Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan hukum antara Konsumen yang 

Menggunakan QRIS dengan Penjual dan Para Pihak Terkait (Bank Indonesia, 

Lembaga Switching, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), 
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Pengelola National Merchant Repository dan Merchant Aggregator) dalam 

transaksi QRIS. 

2) Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum 

terhadap Konsumen yang menggunakan QRIS pada aktifitas pembayaran 

nontunai dalam transaksi perdagangan.  

 
D. Manfaat Penelitian  

 Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat: 

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih 

untuk khazanah pengembangan ilmu Hukum Perdata khususnya mengenai 

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Menggunakan QRIS (Quick 

Response Code Indonesian Standard) Untuk Pembayaran Nontunai Dalam 

Transaksi Perdagangan”.  

2. Secara praktis, hasil dari penelitian di harap dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi Konsumen yang Menggunakan QRIS pada khususnya dan 

Masyarakat Pada Umumnya 

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan literasi 

perihal perlindungan hukum yang melingkupi penggunaan QRIS sebagai 

salah satu metode dalam melakukan pembayaran.  

b. Bagi Penjual 

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi sarana sosialisasi dan edukasi 

terkait sistem penyelenggaraan QRIS serta hak dan kewajiban terkait 

dengan konsumen.  

c. Bagi Bank Indonesia  
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Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi dan rekonsiliasi 

aspek perlindungan hukum pengguna, sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat dan daya guna QRIS kedepannya.  

d. Bagi Lembaga Switching  

Berkaitan dengan lembaga switching sebagai lembaga yang melakukan 

pemrosesan data transaksi pembayaran dalam negeri, penulis berharap 

penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam penyelenggaraan sehingga 

dapat meningkatkan kualitas.     

e. Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) 

Berkaitan dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran sebagai lembaga 

yang bertugas memfasilitasi transaksi pembayaran bagi pengguna jasa, 

penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan 

pertimbangan dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas. 

f. Bagi Pengelola National Merchant Repository  

Berkaitan dengan pengelola national merchant repository sebagai 

lembaga yang bertugas melakukan penatausahakan data pedagang 

(merchant), penulis berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan 

bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas. 

g. Bagi Merchant Aggregator 

Berkaitan dengan Merchant Aggregator sebagai lembaga yang 

memfasilitasi layanan agregasi sebagai solusi pembayaran digital, penulis 
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berharap penelitian ini dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan 

dalam penyelenggaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas. 

 
E. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian adalah kerangka penelitian, yang mendeskripsikan 

batasan penelitian, batasan pokok permasalahan dan batasan bidang penelitian. 

Pada penelitian ini ruang lingkup yang dikaji akan berfokus kepada 2 (dua) hal, 

yaitu mengenai hubungan hukum Konsumen yang menggunakan QRIS dengan 

Penjual dan Para Pihak dalam Transaksi QRIS, dan bentuk serta proses 

perlindungan hukum bagi Konsumen yang menggunakan QRIS dalam Transaksi 

Perdagangan. Kedua hal tersebut akan menjadi batasan lingkup dalam penelitian 

yang akan penulis lakukan. Adanya pembatasan ruang lingkup supaya penelitian 

yang dilakukan memiliki cakupan yang jelas, sistematis dan terstruktur.  

 
F. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian Hukum  

Sebagai sebuah norma, hukum menghendaki kepastian dan keteraturan. 

Hukum dapat dipandang sebagai sistematis, prinsip, aturan, doktrin dan 

konsep.14 Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai 

jaminan bahwa peraturan yang sudah ada dapat diterapkan dengan seharusnya 

dengan hak asasi manusia sebagai sekatnya (dimana setiap subjek hukum di 

jamin hak dan kewajibannya). Bahwa pada dasarnya di dalam hukum terdapat 

 
 14 Isharyanto, Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik, Penerbit WR, 
Yogyakarta, 2016, hlm 8. 



13 
 

 
 

3 (tiga) nilai dasar sebagaimana Gustav Radbruch uraikan, yaitu kepastian 

hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.15 Bahwa tujuan hukum 

adalah menjaga keadilan, ketertiban masyarakat dan kepastian hukum.16 

Pemahaman akan teori kepastian hukum dapat melalui penggambaran dimana 

adanya suatu kepastian hukum yang timbul karena suatu kekuatan konkret 

sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum atas kesewenangan kepada 

pencari keadilan. Van Apeldoorn berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) segi 

dalam kepastian hukum, yaitu keamanan hukum dan hukum yang dapat 

ditentukan dalam suatu hal konkret.17 Melalui kepastian hukum dikehendaki 

adanya aspek yuridis dalam segala regulasi yang telah dibentuk guna menjamin 

telaksana dan ditaatinya hukum sebagai suatu peraturan.18 Dapat terwujudnya 

kepastian hukum sendiri apabila regulasi yang ada tidak saling tumpang tindih 

dan multitafsir.19 Korelasi teori kepastian hukum dengan penelitian ini bahwa 

teori ini dapat menjadi indikator pengukur dalam menganalisis pengaplikasian 

kepastian hukum terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah 

maupun Bank Indonesia kepada konsumen yang menggunakan QRIS (Quick 

Response Code Indonesian Standard).  

 

 
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 19. 
16 Dewa Gede A dan Nyoman Putu B., Teori-teori Hukum, Setara Press, Malang, 2018, hlm 

97.  
 17 Ainil Ma’sura dan Suparji, S., Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Pasca Adanya Putusan 
Mahkamah Agung yang Menyatakan Tidak Sah dan Tidak Berlaku Umumnya Pasal yang Mengatur 
Peruntukan Ruang Dalam Peraturan Daerah, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Tahun 
2022, https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1188, hlm 52-70. 

18 Zainal Asikin, Pengantar Tata Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.10. 
 19 Rina Shahriyani Shahrullah, et al., Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain 
Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia, University Of Bengkulu 
Law Journal, Vol. 6, No.1, Tahun 2021, 
https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/view/13096, hlm 60-81. 
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2. Teori Perlindungan Hukum  

Teori perlindungan hukum merupakan teori utama dalam teori 

perlindungan. Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum 

diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, termasuk perlindungan hukum 

preventif yang bertujuan untuk menghentikan timbulnya perselisihan dan 

perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik.20  

Lain halnya dengan Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai 

tindakan maupun upaya dengan  bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 

tindakan sewenang-wenang dan berlainan dengan aturan hukum yang 

dilakukan oleh penguasa guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.21  

Hadjon, menggambarkan perlindungan hukum ini sebagai seperangkat 

norma atau kaidah yang dapat digunakan untuk membela apa saja yang 

melindungi mutu dan kualitas dengan tetap mengakui hak-hak asasi manusia 

sesuai dengan hukum yang berlaku umum. Artinya bagi konsumen, hukum 

membela hak dan kepentingannya terhadap setiap potensi pelanggaran.22 Suatu 

perlindungan hukum yang diberikan kepada perbuatan hukum yang terjadi 

perlu didasarkan pada Pancasila, oleh karena Indonesia merupakan negara 

hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

 
 20 Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Pt Bina Ilmu, Surabaya, 
1987, hlm 2. 
 21 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Disertasi, 2004, hlm. 3. 
 22 Philipus, Op.Cit., hlm 25. 
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Republik Indonesia 1945. Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum, 

sebagai berikut :23 

1. Perlindungan Hukum Berbentuk Preventif  

Peraturan perundang-undangan tidak memuat secara khusus pengaturan 

terkait perlindungan hukum preventif. Tujuan pemerintah memberikan 

perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi warga negara dari 

masalah hukum. Untuk mencegah pelanggaran hak-hak konsumen maka 

diberikanlah perlindungan hukum preventif. 

2. Perlindungan Hukum Berbentuk Represif 

Perlindungan hukum ini diberikan kepada seseorang yang sedang 

menghadapi sengketa hukum atau pelanggaran sebagai akibat dari 

perbuatannya, hukuman, denda, atau penahanan. Sifat dari perlindungan 

hukum ini adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum. 

Korelasi teori perlindungan hukum dengan penelitian ini bahwa teori ini dapat 

menjadi landasan dapat menganalisis bentuk dan proses perlindungan hukum 

yang terjadi bagi konsumen yang menggunakan QRIS. 

 
3. Teori Kontrak 

Teori kontrak, yang juga disebut sebagai the contract theory (dalam Bahasa 

Inggris) atau contract theorye (dalam Bahasa Belanda), sangat penting bagi 

masyarakat, bangsa, dan negara. Dikatakan demikian karena teori ini mengkaji 

bagaimana satu subjek hukum dan subjek hukum lainnya berhubungan satu 

 
 23 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, PT. Alumni, 
Surakarta, 2011, hlm 25. 
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sama lain secara hukum. Kata kontrak berasal dari kata contracts dalam Bahasa 

Inggris. Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan contract atau 

overeenkomst (perjanjian). The Restatement (Second) of the United States of 

America tahun 1932 memiliki definisi kontrak dalam Pasal 1 yang menyatakan 

bahwa janji atau serangkaian janji yang oleh hukum memberikan ganti rugi jika 

terjadi pelanggaran, atau yang pemenuhannya oleh hukum dengan cara tertentu 

diakui sebagai tanggung jawab, merupakan kontrak. Menurut penafsiran ini, 

kontrak adalah perjanjian, janji, atau kumpulan janji. Janji dipandang sebagai 

perwujudan dari tujuan untuk melakukan atau menahan diri untuk tidak 

melakukan tindakan tertentu sehingga para pihak dapat membenarkan tindakan 

mereka. Pemenuhan tanggung jawab satu pihak sementara pihak lain 

menerimanya atau berjanji untuk melakukan ganti rugi jika ketentuan kontrak 

dilanggar inilah yang disebut janji.24 Sementara itu, David J.Mack memberikan 

definisi kontrak sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat 

semua pihak untuk melakukan (atau tidak melakukan) suatu tindakan tertentu 

atau serangkaian kegiatan yang saling terkait. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka teori kontrak dapat didefinisikan sebagai teori yang melihat dan 

menganalisa suatu hubungan atau perjanjian dimana salah satu subjek hukum 

diwajibkan untuk melakukan sesuatu dan pihak lain berhak atas sesuatu. 

Objek kajian teori kontrak, yaitu:  

 
24 Salim dan Erlies Septiana, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT 

Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 239. 
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1. Hubungan hukum para pihak  

2. Adanya subjek hukum  

3. Adanya hak dan kewajiban.25  

Korelasi teori kontrak dengan penelitian ini bahwa melalui teori ini dapat 

dilakukan analisis terkait dengan hubungan hukum yang terjadi antara para 

pihak dalam transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). 

 
G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan 

penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, konsep hukum digambarkan 

seperti apa yang termaktum pada peraturan perundang-undangan. Konsep 

hukum pada penelitian ini dipandang sebagai kaidah/norma yang menjadi 

pedoman manusia dalam bertindak. Lebih lanjut penelitian hukum normatif 

juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.26 Pada penelitian ini akan 

dikaji dan di teliti berbagai aspek, teori hukum, serta peraturan perundangan 

yang berkenaan dengan masalah penelitian yang diangkat.27  

 
2. Pendekatan Penelitian  

Mengenai pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan (statute approach) dalam pelaksanaan 

 
25 Ibid, hlm. 240-241. 

 26 Amiruddin dan Zainal A., Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 
Depok, Cetakan Ke-8, 2014, hlm 118. 
 27 Jessica Eryeti DY, Skripsi: perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak 
Tanggungan Peringkat Kedua Dalam Eksekusi Objek Hak Tanggungan, Universitas Sriwijaya, 
Palembang, 2019, hlm 23. 



18 
 

 
 

penelitian normatif ini. Pendekatan ini bertumpu pada beragam dasar hukum 

yang diteliti, yang dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-

undangan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen QRIS Untuk 

Pembayaran Nontunai Dalam Transaksi Perdagangan. 

 
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Dalam rangka menguraikan dan memberikan pemecahan dan pemahaman 

atas isu dan permasalahan hukum yang telah dijabarkan, maka penelitian ini 

akan diuraikan berdasarkan sumber penelitian hukum yang terdiri atas bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-

undangan yang diterbitkan Pemerintah berkaitan dengan isu hukum yang di 

teliti. Pada penulisan penelitian ini terdapat beberapa bahan hukum primer 

yang dijadikan acuan, meliputi: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; 

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821; 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
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42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Sebagaimana telah 

diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5952); 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).  

7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400), yang mencabut PP No. 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik; 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 222. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6420); 

9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Ketentuan Opersional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat 

Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1801); 
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10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829); 

11) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203); 

12) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang 

Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5945); 

13) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang 

Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6081); 

14) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan 

Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 299. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6605); 

15) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang 

Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk 

Pembayaran sebagaiman terakhir diubah oleh Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang 
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Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk 

Pembayaran. 

16) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/17/PADG/2021 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen BI. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder dapat 

berupa buku, artikel, jurnal hukum, maupun literatur lainnya yang relevan 

dengan isu hukum serta bahan hukum primer yang dikaji.  

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang berfungsi sebagai 

pelengkap dan pendukung atas bahan hukum primer dan sekunder yang 

telah diuraian. Hal ini dapat berupa ensiklopedia, kamus hukum, maupun 

literatur yang berkaitan dengan topik yang dibahas.  

 
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penulisan penelitian pengumpulan data kepustakaan (library 

research) menjadi metode yang digunakan penulis. Metode ini memfokuskan 

pengumpulan data atas informasi melalui sumber kepustakaan layaknya data 

dan peraturan yang memiliki relevansi, seperti namun tidak terbatas pada buku, 

peraturan perundang-undangan, artikel dan/atau jurnal, serta sumber literatur 

hukum lain.  

 
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum  

Bahan dan/atau data hukum yang telah terkumpul kemudian diolah melalui 

beberapa metode, yaitu: 
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a. Pemeriksaan data, merupakan tahapan pemeriksaan kembali segala bahan 

hukum yang telah diperoleh guna memastikan relevansi, kelengkapan dan 

keselarasan data yang diambil dengan permasalahan yang dibahas. 

b. Klasifikasi data, merupakan tahapan pengelompokkan data berdasarkan 

bidang pokok bahasan penelitian. Hal ini guna mempermudah dalam 

melakukan analisis data. 

c. Sistematisasi data, merupakan tahapan penempatan bahan hukum dan/atau 

data yang telah diperoleh ke dalam pokok bahasan dengan sistematis dan 

tersusun untuk selanjutnya dilakukan analisis.  

 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum  

Pengkajian dan analisis atas seluruh sumber dan bahan hukum (berupa data 

dan lainnya) yang telah terkumpul akan dilakukan dengan menggunakan 

Teknik Deskriptif Analisis. Teknik ini merupakan metode untuk 

mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis keseluruhan 

data guna menemukan solusi dan kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. 

 
7. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Adapun pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara 

deduktif. Penarikan kesimpulan ini diperoleh dengan melakukan penjabaran 

secara luas atau umum terlebih dahulu terkait dengan fakta dan data untuk 

kemudian ditarik kesimpulan yang spesifik/konkret atas permasalahan yang 

dikaji.
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